STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN & INFORMASI :

Penyusunan Kebutuhan/Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
Penetapan SK Pengangkatan Calon PNS;

Penyampaian SK Pengangkatan Calon PNS;

Penyampaian Berkas Usul Penetapan NIP CPNS;

Pengelolaan Informasi Kepegawaian;

Pengelolaan Data Kepegawaian;

Persewaan Gedung KORPRI.

NP W N



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Kepala BKN/MENPAN-RB Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kbutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil
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Nama SOP PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

" (ASN)

1. Memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN

Referensi Peraturan Kepegawaian
Komputer/Printer

Alat Tulis Kantor (ATK)

Aplikasi e_Formasi

bl 8

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART SOP PENYUSUNAN KEBUTUHAN/FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP

Penerima surat/agendaris menerima surat Edaran dari

Surat Edarn Ka

5 menit _

eda Surat 3

Kepala BKN/MENPAN-RB/MenPAN-RB  perihal D BKN/MENPAN- AEERK
Penyusunan Kebutuhan/Formasi dan Formasi Aparatur RB/MenPAN-RE;  form
Sipil Negara di tujukan kepada Walikota/Bupati cq. BKD z:gz:::’a‘:;‘mrmasi ASN
dan disampaikan kepada Kepala BKPSDM
Kepala BKPSDM menugaskan Kabid Pengadaan, v :l:(':;MENPE:;l:;‘;' f Kr: S Dl;::;g::a
Pemberhentian dan Informasi untuk menindaklanjuti [:]_ penyusunan ¢
surat Kebutuhan/Formasi ASN
Kabid  Pengadaan,Pemberhentian dan  Informasi Disposisi Ka BKPSDM 5 menit Disposisi Kabid
memerintahkan Kasubbid Pengadaan dan D AaTygndinng,
Pemberhentian untuk menganalisa surat Edaran dan P:m?:;gf;::?
form penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN b
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian menganalisa Disposisi Kabid PPI; 30 menit Disposisi Kasubid
dan memerintahkan pelaksana untuk menganalisa surat v Disposisi Ka BKPSDM; Pengadaan dan
edaran dan form penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN I: SUFeHEas e Ka 3 i i
serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dan :z:xgﬁ::: FEhE: S
membuat  draft  surat  edaran  penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN
Kebutuhan/Formasi  pegawai sesuai form dari
BKN/MENPAN-RB di lingkungan Pemkab. Sumenep.
Pelaksana memeriksa, menganalisa surat edaran dan \ :Ls:;s;sa'an Kas“::: Ao g;:f;usunan o
mengolah form penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN T Pemberhentian;  Surat Kebutuhan/Forma
serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dan H Edaran Ka si ASN OPD; Form
membuat  draft  surat  edaran  penyusunan BKN/MENPAN-RB; form penyusunan
Kebutuhan/Formasi  pegawai sesuai form  dari penyusunan Kebutuhan/Forma
BKN/MENPAN-RB, dan menyampaikan kepada Kasubbid Kebutuhan/Formasi ASN si ASN OPD
Pengadaan dan Pemberhentian.

Draft SE Penyusunan 15 menit Draft SE
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa L / Kebutuhan/Formasi ASN Penyusunan
draft surat edaran dan form penyusunan Kebutuhan/ 27N OP:; F:"" pe“”":"’"a’:’ Kg:;;ug:rgf?rma
Formasi. Jika setuju draft surat edaran diparaf dan gi;tu R :Ienyusunan’ il
diteruskan kepada Kabid Pengadaan,Pemberhentian Kebutuhan/Forma

dan Informasi. Jika belum setuju dikembalikan untuk
direvisi.

si ASN OPD yg
diparaf  Kasubid
Fordapeg




Draft SE Penusunn

5 menit

Draft SE

Kebutuhan/Formasi ASN Penyusunan
Kabid Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi memeriksa OPD; Form penyusunan Kebutuhan/Forma
8 draft surat edaran dan form penyusunan Kebutuhan/Formasi. Kebutuhan/Formasi ASN si ASN OPD; Form
Jika setuju draft surat edaran diparaf dan diteruskan kepada />— OPD yg diparaf Kasubid penyusunan
Kepala BKPSDM. Jika belum setuju dikembalikan untuk direvisi. \ Pengadaan, Kebutuhan/Forma
Pemberhentian dan si ASN OPD yg
Informasi. diparaf Kabid PPI.
Draft SE Penyusunan 15 menit SE  Penyusunan
Kepala BKPSDM memeriksa draft isi surat edaran. Jika tidak g:t;:ltt;han/l:ormasi A KIE :tsx’tquléapr:)/rt’):rma
benar draft surat edaran dikembalikan kepada Kabid K b't :rm/Fpenyu?u:;: ; e P
9. Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi, jika benar maka 0:,Du = and‘ ormfa SK bid Ee:ly:s:na;vp
Surat Edaran ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubid <‘\ Penga::an g’:r:‘aberhae nlti Sie AS:‘ ar‘; . gm;:
Pe dan Pemberhenti 5 5
ey soes Fown M i SR -~ an dan Informasi. ditandatangani Ka
BKPSDM
SE Penyusunan 5 menit Disposisi Kasubid
. Kebutuhan/Formasi ASN Pengadaan dan
Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian memerintahkan OPD; Form penyusunan Pemberhentian.
10. pelaksana untuk mengirimkan surat edaran beserta form ;
eatiibhuadd ; P Kebutuhan/Formasi ASN
penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN kepada kepala OPD OPD yg ditandatangani
Ka BKPSDM
SE Penyusunan | 120 menit tanda terima
Pelaksana menyiapkan dan mengirimkan surat edaran beserta g;l;{t:han/ bt prayRsshan suret
21 form penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN kepada kepala OPD i O penyus_;unan
- Kebutuhan/Formasi ASN
di lingkungan Pemkab Sumenep i
OPD yg ditandatangani
Ka BKPSDM
SE Penyusunan 7 hari Data
Kepala OPD menerima surat edaran dan mengolah data Kebutuhan/Formasi ASN Kebutuhan/Forma
12 penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN di lingkungan kerjanya OPD; Form penyusunan si ASN OPD
’ sesuai form yang disediakan dan menyampaikan kepada Kepala >L_I I Kebutuhan/Formasi ASN
BKPSDM dalam bentuk softcopy dan hardcopy. OPD yg ditandatangani
Ka BKPSDM
Data 5 menit Disposisi Ka
13 Kepala BKPSDM memerintahkan Kabid Pengadaan, Kebutuhan/Formasi ASN BKPSDM
' Pemberhentian dan Informasi untuk menindaklanjuti. I lg OPD
S
Kabid Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi g:‘; Deisl SN BEREON; Bbenit D:::::;s;:::'d
1a, memerintahkan Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian untuk Kebutuhan/Formasi ASN Pbiboreiiin

menganalisa surat dan mengolah data penyusunan
Kebutuhan/Formasi ASN dari OPD.

OPD

dan Informasi.




Disposisi : Ka

10 menit :

Dlsposis Kasubid

Kasubit? Pengadaan dan Pemberhentian menganalisa surat dan BKPSDM;Disposisi Kabid; Pengadaan  dan

15 memerintahkan Pelaksana untuk mengolah data penyusunan Data e b antian
:ebutuhan/Formasl ASN dari OPD di lingkungan Pemkab Kebutuhan/Formiast ASN

umenep. OPD

Pelaksana memeriksa dan mengolah data penyusunan Disposisi Ka 15 hari Surat pengantar+
Kebutuhan/Formasi ASN. Jika ada kesalahan atau kekurangan BKPSDM;Disposisi Kabid; data

data dikomunikasikan dengan OPD untuk diperbaiki/dilengkapi. v Disposisi Kasubid; Data Kebutuhan/Forma

16. | Jika sudah benar dan lengkap membuat draft surat pengantar .E] Kebutuhan/Formasi ASN si ASN
dan menyiapkan data Kebutuhan/Formasi ASN dan OPD
menyampaikannya  kepada Kasubid Pengadaan dan
Pemberhentian.

Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa draft surat Surat pengantar+ : data 5 menit cS’urat pengantar+
Sekda dan data penyusunan Kebutuhan/Formasi. Jika setuju o TN Kebutuhan/Formasi ASN a;a "

17 draft surat diparaf dan diteruskan kepada Kabid T KF utuhan/! FPrmaf
Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi. Jika belum setuju S! Asb"fdyg dipara
dikembalikan untuk direvisi. Kasubi
Kabid Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi memeriksa Surat pengantar+ data 5 menit Surat pengantar+
draft surat Sekda dan data penyusunan Kebutuhan/Formasi. Kebutuhan/Formasi ASN data

18. Jika setuju draft surat diparaf dan diteruskan kepada Kapala .’< \‘ yg diparaf Kasubid Kebutuhan/Forma
BKPSDM. Jika belum setuju dikembalikan kepada Kasubbid / si ASN yg diparaf
Pengadaan dan Pemberhentian untuk direvisi. Kabid

Surat pengantar+ data 5 menit Surat pengantar+
Kapala BKPSDM memeriksa draft surat Sekda dan data Kl;rutu:an%ormasl AaSN i Rénw
10, Kebutuhan/Formasi ASN. Jika salah maka dikemb.alik.an kepada < < vg diparaf Kabid Kebutuhan/Forma
Kabid Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi. Jika benar
si ASN yg diparaf
maka diparaf dan diteruskan kepada Sekda. Ka BKPSDM
Surat pengantar+ data 2 hari Surat pengantar+
. S Kebutuhan/Formasi ASN data
Sekda menandafangam suratdan data Kebutuhan/Formasi ASN. ve diparaf Ka BKPSDM Kebutuhan/Forma

20. dan menyampaikan kembali kepada Kepala BKPSDM melalui i ASN ve

Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian. ditandatangl
Sekda

Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian memerintahkan Surat pengantar dan 5 menit Disposisi Kasubid

pelaksana menyiapkan  dan  mengirimkan  data Data Pengadaan dan

21, Kebutuhan/Formasi ASN di lingkungan Pemkab Sumenep [—‘11 Kebutuhan/Formasi ASN Pemberhentian.
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan e di lingkungan Pemkab
mendokumentasikannya. Sumenep

Surat pengantar dan 15 menit Arsip surat dan

Pelaksana menyiapkan surat dan data Kebutuhan/Formasi ASN Data Buku Data

22, dan mengirimkannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Kebutuhan/Formasi ASN Kebutuhan/Forma
P' l di lingkungan Pemkab si ASN

Negara di Jakarta dan mendokumentasikannya.

Sumenep
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Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2017

Tanggal Revisi Z Agustus 2019

Tanggal Pengesahan 2 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Disahkan oleh

. Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
___Pengadaan CPNS

Nama SOP

—

Memiliki kemampuan dasar pengolahan data
Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan Kebutuhan/Formasi ASN

N

Referensi Peraturan Kepegawaian
Komputer/Printer
Alat Tulis Kantor (ATK)

1
2
3
4.  Aplikasi e_Formasi

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual

NN
. PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS




Kantor Regional II BKN Surabya menetapkan NIP ASN

FLOWCHART SOP PENETAPAN SK PENGANGKATAN CALON PNS

Surat + Nota penean NIP

' 5 menit

Tanda terima

dan menyampaikan surat beserta berkas Nota ‘ I dari Kanreg Il BKN. penyerahan surat + Nota
Penetapan NIP kepada  Kepala BKPSDM melalui perietapan NIP
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian.
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa Surat + Nota penetapan NIP | 60 menit | Cek list berkas; draft
surat dan kelengkapan berkas Formulir Nota persetujuan dari Kanreg Il BKN. surat laporan penetapan
NIP yang ditandatangani Kepala Kanreg Il BKN sesuai \ NIP dan 'e"‘fa‘;’a =
dengan daftar usulan, membuat draft surat laporan | Ll VARSI, Sepags
penetapan NIP dan rencana penempatan sesuai dengan
formasi yang ditetapkan, selanjutnya memerintahkan
pelaksana untuk menyiapkan draft Salinan SK
Pengangkatan CPNS sesuai dengan form vyang
ditentukan.
Pelaksana menyiapkan draft laporan dan Salinan SK v Disposisi Kasubid | 90 menit Draft laporan
Pengangkatan CPNS sesuai dengan form vyang ;l"—:l Pengadaan dan penempatan; Salinan
ditentukan; mengkroscek data perorangan sesuai — Pemberhentian; Nota SK Pengangkatan
dengan data yang benar dan menyampaikan kepada penetapan  NIP  dari CPNS
Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian untuk dikoreksi. Kanreg Il BKN.
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa Draft laporan 5 menit Draft surat laporan
draft laporan penempatan dan draft Salinan SK Sl penempatan; Salinan SK penempatan; Salinan
Pengangkatan CPNS. Jika benar diparaf dan disampaikan AN Pengangkatan CPNS SK Pengangkatan
kepada Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. CPNS yg diparaf
Jika tidak benar dikembalikan kepada pelaksana untuk Kasubbid
diperbaiki.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Draft surat laporan 5 menit Draft surat laporan
memeriksa draft laporan penempatan dan draft Salinan penempatan; Salinan SK penempatan; Salinan
SK Pengangkatan CPNS. lJika sesuai diparaf dan Pengangkatan CPNS yg SK Pengangkatan
diteruskan kepada Kepala BKPSDM ditandatangani dan diparaf Kasubbid CPNS yg diparaf Kabid
diparaf. jika tidak sesuai dikembalikan kepada Kasubbid
Pengadaan dan Pemberhentian untuk diperbaiki.

Draft surat laporan 5 menit Surat laporan
Kepala BKPSDM menandatangani draft Iaporan penempatan; Salinan SK penempatan; draft
penempatan dan memaraf draft Salinan SK Pengangkatan CPNS vyg Salinan SK
Pengangkatan CPNS., untuk selanjutnya menugaskan diparaf Kabid Pengangkatan CPNS
Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian untuk Vg diparaf Ka
menyampaikan kepada Bupati. BKPSDM; Disposisi




Disposisi ; Surat laporan

menit v

Disposisi
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian penempatan; draft
6 memerintahkan pelaksana untuk menyampaikan surat D salinan SK Pengangkatan
) laporan penempatan PNS dan menyediakan draft —" CPNS vyg diparaf Ka
Salinan SK Pengangkatan CPNS kepada Bupati BKPSDM
Disposisi ; Surat laporan | 15 menit | Tanda ; terima
Pelaksana menyiapkan surat laporan dan draft salinan penempatan; draft :enf»t’aSa'T‘I?alanSK surat+
74 SK pengangkatan CPNS dan menyampaikan kepada J—_I salinan SK Pengangkatan ra han
Bupati. T CPNS vyg diparaf Ka
BKPSDM
; s Surat laporan 2 hari Salinan SK
Sekda memaraf dan Bupati menandatangani Saflman SK maniempatan; draft Pengangkatan CPNS
™ Pengangkatan CPNS, dan ‘menyerahkan kembali kepada _,_.__.I salinan SK Pengangkatan ditandatangani
Kepala BKPSDM melalui Kasubbid Pengadaan dan bt CPNS Bupati; disposisi
Pemberhentian untuk diproses lebih lanjut
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian menerima Disposisi ; Salinan SK 5 menit Disposisi
surat persetujuan penempatan dan Salinan SK Pengangkatan CPNS
9. Pengangkatan CPNS dan memerintahkan pelaksana E
untuk menyiapkan draft Petikan SK Pengangkatan CPNS
sesuai form dalam SAPK.
Pelaksana menyiapkan dan mencetak draft Petikan SK Disposisi ; Salinan SK 3 jam Draft petikan SK
Pengangkatan CPNS sesuai form dari SAPK, membuat "__I Pengangkatan CPNS; data pengangkatan CPNS;
10 surat j i i draft surat pengantar
pengantar dan selanjutnya menyampaikan kepada SAPK peng
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian untuk diparaf.
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa Draft petikan SK | 15 menit Draft petikan SK
hasil cetakan draft Petikan SK Pengangkatan CPNS. Jika /{ pengangkatan CPNS; pengangkatan CPNS;
11. | sesuai diparaf dan disampaikan kepada Kabid Forbin. jika » draft surat pengantar draft surat pengantar
tidak sesuai dikembalikan kepada pelaksana untuk Y yg diparaf Kasubbid
diperbaiki.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Draft petikan SK | 15 menit Draft petikan SK
memeriksa draft Petikan SK Pengangkatan CPNS. Jika pengangkatan CPNS; pengangkatan CPNS;
12. sesuai diparaf dan disampaikan kepada Kepala BKPSDM draft surat pengantar yg draft surat pengantar
jika tidak sesuai dikembalikan kepada Kasubbid diparaf Kasubbid yg diparaf Kabid
Pengadaan dan Pemberhentian untuk diperbaiki. = -
Draft etikan SK | 20menit Draft petikan SK
Kepala BKPSDM memaraf draft Petik.an SK pengangkal:an CPNS; pengangkatan CPNS
Pengangkatan CPNS . dan menar‘ldatangam surat draft surat pengantar yg vg diparaf; surat
13. | pengantar. Untuk selanjutnya memerintahkan Kasubbid diparaf Kabid pengantar yg

Pengadaan dan Pemberhentian menyediakan draft
Petikan SK Pengangkatan CPNS kepada Sekda.

ditandatangani Ka
BKPSDM; disposisi




' isosisi ; Draft petikan

5 menit

Disposisi

Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian menyiapkan $K pengangkatan CPNS yg
14 surat pengantar dan draft Petikan SK Pengangkatan D‘ dillarat, Suifat’ pengsNtar
" | CPNS dan  memerintahkan  Pelaksana  untuk X :
menyampaikan kepada Sekda. UE endstnganl ke
BKPSDM
disposisi ; Draft petikan | 20 menit Tanda terima
Pelaksana mengimkan/menyampaikan surat pengantar SK pengangkatan CPNS yg penyampaian surat +
15. | dan draft Petikan SK Pengangkatan CPNS kepada Sekda diparaf; surat pengantar Draft SK petikan
untuk pendatanganan. yg ditandatangani Ka
BKPSDM
Sekda menandatangani Petikan SK Pengangkatan CPNS, Draft petikan SK 2 hari Petikan SK
16. | dan menyampaikan kembali kepada Kepala BKPSDM ='|_ | pengangkatan CPNS yg Pengangkatan CPNS +
melalui untuk diproses lebih lanjut. diparaf; surat pengantar Disposisi
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian menerima Disposisi;  Petikan  SK 5 menit Disposisi
Petikan SK  Pengangkatan CPNS vyang telah Pengangkatan CPNS
17. ditandatangani Sekda dan memerintahkan Pelaksana E_I‘
menyiapkan Petikan SK untuk penyampaian kepada ybs
dan mendokumentasikan.
) ety g Disposisi; ~ Petikan ~ SK | 30 menit Registrasi SK dan
18. Pelaksana meregistrasi Petikan SK, menyiapkan untuk Pengangkatan CPNS dokumen

penyampaian kepada ybs dan mendokumentasikan
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PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS

1. Memiliki kemampuan dasar pengolahan data
2. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Penetapan SK Pengangkatan CPNS

Referensi Peraturan Kepegawaian
Komputer/Printer
Alat Tulis Kantor (ATK)

1.
2
3.
4. Aplikasi e_Formasi

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




draft surat pemberitahuan penyerahan SK pengangkatan
CPNS dan menyerahkan kepada Kabid Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi.

Kasubbid Pengadaan dan Pmrhentian embuat

FLOWCHART SOP PENYAMPAIAN SK PENGANGKATAN CALON PNS

Surat + Nota penetapan NIP
dari Kanreg Il BKN.

' Tanda terla
penyerahan surat + Nota
penetapan NIP

Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Surat + Nota penetapan NIP | 60 menit | Cek list berkas; draft
memeriksa draft surat pemberitahuan penyerahan SK )\ dari Kanreg Il BKN. surat laporan penetapan
pengangkatan CPNS. lJika tidak ada kesalahan maka N;:::‘" a';:‘:‘ac;‘l: e
diparaf dan disampaikan kepada Kepala BKPSDM. Jika \( P e it
masih ada kesahan dikembalikan untuk diperbaiki
Kepala BKPSDM memeriksa draft surat pemberitahuan Disposisi Kasubid | 90 menit Draft laporan
penyerahan SK pengangkatan CPNS. Jika tidak ada ) Kasubbid Pengadaan dan penempatan; Salinan
kesalahan maka ditandatangani dan disampaikan kepada Pemberhentian; Nota SK Pengangkatan
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi. Jika Bt penetapan  NIP  dari CPNS
ada kesalahan dikembalikan untuk diperbaiki. Kanreg Il BKN.
Draft laporan 5 menit Draft surat laporan
; Sali tan; Salinan
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi =l z:::::'::t:t:'nsggagn s pesn: ::e’:\agaa:gkatan
menugaskan Kasubbid untuk menindaklanjuti L1 CPNS yg diparaf
Kasubbid
. Draft surat laporan 5 menit Draft surat laporan
Kasubb-ld Racgtin awe Pel.nberhentlan | L'| penempatan; Salinan SK penempatan; Salinan
memerintahkan  Pelaksana  menyampaikan  surat Barigangiatsn CPNS vg SK Pengangkatan
pemberitahuan kepada pelamar/bakal Calon PNS. dipast Kasibshid CPNS yg diparaf Kabid
Draft surat  laporan 5 menit Surat laporan
penempatan; Salinan SK penempatan;  draft
P : Pengangkatan CPNS vyg Salinan SK
Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuan kepada ELI ) !
pelamar/bakal Calon PNS. diparaf Kabid ;:"gang'i‘:;::f CP‘::
BKPSDM; Disposisi
90 menit

Pelamar/bakal Calon PNS menerima surat
pemberitahuan  dan  mengambil  Petikan  SK
Pengangkatan CPNS pada waktu dan tempat yang telah
ditentukan.




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Nomor SOP 800/SOP. 4 435.203.4/2019

Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2017

Tanggal Revisi 2 Agustus 2019

Tanggal Pengesahan 2 Agustus 2019

Disahkan oleh

Nama SOP PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NIP CPNS

-

Menmiliki kemampuan dasar pengolahan data
Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan Formasi ASN

w N

Referensi Peraturan Kepegawaian
Komputer/Printer

Alat Tulis Kantor (ATK)

Aplikasi e_Formasi

1.
2
3.
4.

Dicatat dan disimpan sebagai data elektronik dan manual




FLOWCHART SOP PENYAMPAIAN BERKAS USUL PENETAPAN NIP CPNS

Berkas usul penetapan

menit

Tanda terima

Pelamar menyampaikan berkas kelengkapan untuk usul NIP dari pelamar sesuai berkas
penetapan NIP kepada Tim Pemeriksaan berkas. persyaratan,
Tim Pemeriksa berkas,  menerima, menghimpun, Berkas usul penetapan | 5menit | Ceklistberkas;
memeriksa, dan menginput data perorangan pelamar ke NIP dari pelamar sesuai :;tad::tr::twuan
dalam form Aplikasi (SAPK), mencetak Nota Persetujuan AR, non:\inatif dan
NIP, daftar nominatif dan surat usulan penetapan NIP, surat usulan
dan menyampaikan kepada Kasubbid Pengadaan dan penetapan NIP
Pemberhentian. -
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian memeriksa Disposisi Ka BKPSDM 5 menit Disposisi Kabid
hasil cetakkan Nota persetujuan NIP, daftar nominatif v Pengadaan,Pem
dan draft surat usulan penetapan NIP. Jika sesuai diparaf S berhentian 'dan
dan diteruskan kepada Kabid ﬁ\‘( Informasi.
Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi jika tidak
sesuai dikembalikan kepada Tim untuk diperbaiki. : : =
Kabid Pengadaan,Pemberhentian dan Informasi % DiSPOSiS: ialgd::;:;f.‘i 30 menit DISPOS_lSI
memeriksa draft Nota persetujuan NIP, daftar nominatif P gli::;':ar:n l'((a ; Kasubid
dan draft surat usulan penetapan NIP. Jika sesuai diparaf N N i ol Pengadaan d.an
dan diteruskan kepada Kepala BKPSDM untuk forri BatmilM Pemberhentian
ditandatangani. jika tidak sesuai dikembalikan kepada Formasi ASN
Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian untuk
diperbaiki.
A Disposisi Kasubid | 120menit | Draft SE

Kepala BKPSDM menandatangani form  Nota l_l I Pengadaan dan :’-‘"Y”s"‘x’; e
persetujuan NIP, daftar nominatif dan surat usulan Pemberhentian; Surat Fg::a:enyusunar;
penetapan NIP, untuk selanjutnya menugaskan Kabid Edaran Ka Formasi ASN OPD
Pengadaan,Pemberhentian  dan  Informasi  untuk KEMENTERIAN PAN-RB;
menyampaikan kepada BKN. :‘;’r':‘asi ol pERYUSHEED

v Draft SE Penyusunan 5 menit Draft SE
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Formasi ASN OPD; Form Penyusunan

memerintahkan Kasubbid Pengadaan dan
Pemberhentian untuk menyiapkan berkas usulan NIP
dan menyampaikan/mengirimkan kepada Kanreg Il BKN
Surabaya.

penyusunan Formasi
ASN OPD yg diparaf
Kasubid Pengadaan dan
Pemberhentian.

Formasi ASN OPD;
Form penyusunan
Formasi ASN OPD
yg diparaf Kabid
PPI.

3




Dra S Penyusunan v

15 menit

SE

Penyusunan

Kasubid Pengadaan dan Pemberhentiian iormasi ASN  OPD; ‘;°rmas' Ai':so:;)n;
. . orm penyusunan orm penyusu
(rjnemermtahk:lan pelaksana u:tuk T?[Zl?p';an kberk;\s Formast ASN OFD: Vg Formasi ASN OPD
an surat usulan penetapan NIP untuk dikirimkan kepada diparaf Kabid yg ditandatangani
Kanreg Il BKN Surabaya Pengadaan,Pemberhe Ka BKPSDM
ntian dan Informasi.
. SE Penyusunan | 120 menit tanda terima
Pelaksana menyiapkan berkas dan surat usulan Formasi ASN OPD; h
3 penyerahan
penetapan NIP dan bersama Kasubbid Pengadaan dan r"l_ I Form penyusunan surat
Pemberhentian menyampaikan kepada Kanreg 1l BKN Formasi ASN OPD yg
Surabaya ditandatangani Ka
BKPSDM
SE Penyusunan 14 hari Data Formasi
Formasi ASN OPD; ASN OPD
Kanreg Il BKN Surabaya menerima berkas dan surat Form penyusunan
usulan penetapan NIP Formasi ASN OPD yg
ditandatangani Ka

BKPSDM




NOMOR SOP 800/SOP. & /435.203.4/2019

TANGGAL PEMBUATAN 11 Agustus 2017
TANGGAL REVIS| 2 Agustus 2019
TANGGAL EFEKTIF 2 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP PENGEM AN S YAJSNUSIA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA /&
DISAHKAN OLEH *

NAMA SOP PENGELOLAAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Mengetahui dan memahami penggunaan komputer, printer dan scanner
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 4. Mengetahui dan memahami penggunaan internet

Prosedur Administrasi Pemerintahan

KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN

- SOP Pengelolaan Informasi Kepegawaian 1. Komputer/Printer/Scanner
- SOP Sistem Informasi Arsip PNS 2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Bidang Data dan Informasi Kepegawaian apabila ditemui kendala Pencatatan dan pendataan secara elektronik melalui aplikasi




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP

PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
KEGIATAN BIDANG OPD/
No KERALA SEKRE | piDANGPPI |  LANGi Instansi/ | Kelengkapan Waktu Output
BKPSDM TARIAT
BKPSDM Pemohon
el Vet Sumber beritafinformasi yang dikelola adalah :
(foto,vi dgeo dl) - Semua peristiwa/kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumenep
1M : ! ] dan/atau permintaan instansi lain berdasarkan persetujuan
. Mengadakan Kegiatan e [ | P o surat permintaan
1 Kepegawaian 4 : : : 2 data (instansi) Kepan S0
2. Meminta data kepegawaian Sl - Permintaan data kepeggwaian atas nama instansi harus
oWk et berupa surat atau e-mail kepada BKPSDM
E) erorangan) - permintaan data kepegawaian oleh perseorangan harus
P 9 mengisi formulir yang disediakan
Vit - Konsep berita/informasi kegiatan BKPSDM dibuat oleh
1. Membuat dan menyampaikan o Py Konsep bidang terkait dan disampaikan ke Bidang Data dan
2 konsep berita/informasi 1 ~dimsl Y2 e 1 ATK 1. 30 menit berita/informasi Informasi Kepegawaian paling lambat 2x24 jam setelah
2. Menerima surat permohonan S 2. 10 menit Tercatat di kegiatan dilaksanakan
permintaan data 9 agenda - Surat permohonan permintaan data diterima oleh Bidang
Data dan Informasi melalui Kepala BKPSDM
1. Menerima dan/atau membuat v r}ft(:a r:lputer/pn i B0t - Konsep berita/informsi atas permintaan instansi lain dibuat
konsep berita/informasi 1/2 |& : : Konsep oleh Bidang Data dan Informasi
3 |2 Melakukan koordinasi dengan :T:i(kasi 2 fﬁs"a' berita/informasi | - Bidang Data dan Informasi Kepegawaian dapat melakukan
Bidang terkait dan mengolah data p ol data koordinasi dengan bidang terkait jika data yang diminta
denral : SIMPEG/ permintaan
permintaan SAPK kurang lengkap
; ) - Konsep berita/informasi dari bidang terkait atau permintaan
L Mel_akgkan edﬂ. kaemep 4 Komputer/pri L% ik Koqsep . instansi lain di edit oleh Bidang Data dan Informasi
4 berita/informasi s 2. Sesuai berita/informasi Dat el Kb Lt h
2. Melakukan finalisasi jawaban 1/2 RT{( jenis telah diedit i abalyang o :" . Zalmlfi' a“f. eIPa . gem° o, Gl
permintaan data permintaan Data valid sebelumnya harus dilakukan finalisasi dengan cara koreksi
dan/atau konfirmasi
Kision - Setelah konsep berita/informasi atau jawaban permintaan
1. Meminta koreksi dan persetujuan y Komputer it a/i':l forinasi data dianggap layak, selanjutnya diajukan kepada kepala
konsep beritafinformasi 1/2 Internet dnel okt BKPSDM atau pejabat eselon IIl di BKPSDM untuk meminta
5 2. Meminta koreksi dan persetujuan data/ 1 jam )c;i se%u'ui persetujuan jika kepala BKPSDM tidak berada ditempat
konsep jawaban surat permintaan Dokumen Data \)alid i - Kepala BKPSDM atau pejabat eselon Il di BKPSDM dapat
data kepegawaian faliah disen):‘uig melakukan koreksi konsep berita/informasi atau jawaban
I permintaan data
v berital/informasi
; iih o Komputer di website Setelah dikoreksi dan disetujui Kepala BKPSDM maka :
s v'f:g‘s’i’t:s“"g beisadontiesl 1/2 pe-fpmmmmmmn-- 1/2 Intemet BKPSDMatau | - Beritafinformasi diposting di website BKPSDM oleh sub
6 2. Menyampaikan hasil pengolahan data/ 1 jam sharing di bldang_lnformga Kepegawaian
data sesuai permintaan Dokumen medsos - Data disampaikan kepada pemohon atau yang
kepegawaian Data valid membutuhkan, diketahui unsur pimpinan di BKPSDM
tersampaikan
v - data/informasi untuk kepentingan internal BKPSDM atau
= Komputer ont ; unsur pimpinan disampaikan secara berkala melalui laporan
7 :\rl‘lfeolfmp(;:adnagagatau mepyajlkan ATK - i lonnas bulanan atau sesuai kebutuhan
pegawaian 1 hari dan data 2 : 4 :
Internet tstmataaikan - Laporan/informasi dapat disampaikan secara langsung
website maupun melalui media informasi (website dlf) oleh Sub

Bidang Informasi Kepegawaian




NOMOR SOP 800/SOP. & 1435.203.4/2019
TANGGAL PEMBUATAN 11 Agustus 2017
TANGGAL REVISI 2 Agustus 2019
TANGGAL EFEKTIF 2 Agustus 2019
KEPAI:A BADAN KEPEGAWAIAN DA)
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP ggucEMBANGAN su ' 1fBSIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ﬁ S/ ;
DISAHKAN OLEH \ (
\;f Iy ‘Utama Muda
1108 198809 1 001
NAMA SOP PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata
Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN PERALATAN /| PERLENGKAPAN

- SOP Pengelolaan Informasi Kepegawaian 1. Komputer/Printer/Scanner
- SOP Sistem Informasi Arsip PNS 2. Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Lakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Bidang Data dan Informasi Kepegawaian apabila ditemui kendala Pencatatan dan pendataan secara elektronik melalui aplikasi

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan
Mengetahui dan memahami penggunaan komputer, printer dan scanner
Mengetahui dan memahami penggunaan internet

S
O I ek




BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

PELAKSANA Mutu Baku Keterangan
; BIDANG
e g b, 3 SeRi= | BIDANGPPY LAIN di OPD Kelengkapen Wakty Output
BKPSDM
- Unit - Layanan Administrasi Kepegawaian harus melalui unit
Computer pelayanan mengetahui Kepala dan/atau sekretaris
i 1m0 Pt k dapat diakuk
o ) “rer Program Sesuai Tanda terima/ - ayanan administrasi kepegawaian dapat dilakukan
1 Layanan Administrasi Kepegawaian : ; - ATK Layanan cecklist pelayanan dengan menggunakan IT (online)
' - Jaringan - Layanan Administrasi Kepegawaian oleh OPD adalah
' internet yang tanpa harus melalui BKPSDM (berkala dsb)
! - i
: : - Penyampaian berkas/dokumen kepegawaian kepada
: L 2 - notadinas : 7 g
Menerima tembusan atau laporan ! - surat laporan : Berkas / Dokumen Bidang Data dan Informasi menggunakan nota dinas
2 hasil layanan kepegawaian i oy e = i ~ | - agenda 5 menit kepegawaian disertai rincian dan jumlahnya paling lambat 2x24 jam
- Diketahui Kepala BKPSDM dan/atau Sekretaris BKPSDM
. - Computer Scanning dokumen kepegawaian adalah dokumen
. . A - Scanner ; kepegawaian yang bersifat dinamis dan dilakukan oleh Bidan
3 | Meiskukan Scanning lata nagkah : | . Borkss! 1 menit Image document | -t 4o informasi kepegawaian BKPSDM dan/atau OPD .
(dokumen) kepegawaian : iy perlembar kepegawaian
: kepegawaian
¢ - Computer - Upload hasil scanning berupa image document dilakukan
Melakukan Upload hasil scanning tata ‘ i o Aplikasi SIAP oleh Bidang data dan informasi kepegawaian dan
4 naskah (dokumen) kepegawaian pada : l Iq. -.I ........... -.I . it 1 Menit terinput image sekretariat (khusus dilingkungan BKPSDM) serta OPD
aplikasi Sistem Informasi ! : docgment perlembar document (berkala dll)
Kepegawaian ! K ‘ kepegawaian - Upload dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi
: epegawaian Kepegawaian
/ - Aplikasi - Peremajaan data pada SAPK hanya dapat dilakukan oleh
Melakukan Peremajaan data ! SIMPEG Bidang Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDM
kepegawaian pada aplikasi SAPK : online - Proses peremajaan dapat dilakukan mendahului proses
5 (Sistem Administrasi Pelayanan . - Komputer 5 menit per SAPK teremajakan scanning dan upload image document jika data yang
Kepegawaian) : - Internet data didapat belum ada dokumennya
: - data/ - Proses peremajaan di SAPK dapat diperoleh dari data
Um=semesdeic=ces Dokumen SIMPEG dan juga sebaliknya
kepegawaian
- Updataing data dapat dilakukan oleh Bidang Data dan
v - Komputer Informasi dan OPD melalui aplikasi SIMPEG secara online
. IS e - - Internet ; e - Proses updating dapat dilakukan mendahului proses
6 melzk:ﬁagpd:;:g d"akt:si SIMPEG - data/ senrl?antg g;:ﬂkzsalteSIMPEG scanning dan upload image document jika data yang
Peg s Dokumen s P didapat belum ada dokumennya
kepegawaian - Proses updating di SIMPEG dapat diperoleh dari data
SAPK dan juga sebaliknya
Melakukan kerjasama dengan sub v - Komputer
7 bidang informasi kepegawaian dalam - ATK 1 ik informasi data
menyajikan data kepegawaian - Intemet kepegawaian

- website




PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi
dan Tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama SOP

T
2.
3.
4.
5.

Nomor SOP 800/SOP. 7 1435.203.4/2019
Tanggal Pembuatan 11 Agustus 2017
Tanggal Revisi 2 Agustus 2019
Tanggal Pengesahan Z Agustus 2019 y
Disahkan oleh
: PERSEWAAN GEDUNG KORPRI

1. Memiliki kemampuan Persewaan Gedung
2. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme fasilitasi Profesi ASN

Lembar kerja/Rencan

Referensi Peraturan Kepegawaian
Komputer/Printer

Alat Tulis Kantor (ATK)

Sarana dan Prasarana

. Merencanakan Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN.

2. Mengelola administrasi umum,kepegawaian dan kegiatan organisasi untuk mendukung tugas dan fungsi
lembaga profesi ASN

3. Mengkooedinasikan tata hubungan kerja disetiap jengjang kepengurusan Dicatat dan sebagai Laporan

Pertanggung jawaban




FLOWCHART SOP SEWA GEDUNG KORPRI SUMENEP

formulir

Tanda terima

Pengajuan 5 menit
Pemohon mengisi formulir Pengajuan Sewa Gedung Sewa Gedung KORPRI formulir
KORPRI untuk pemilihan tanggal sewa dan kelengkapan D____
Petugas Validator, menerima, menghimpun, memeriksa, Berkas formulir S menit Formulir sewa
dan menginput data tanggal sewa dan perlengkapan pengajuan tanggal dan dan draf ketepan
tambahan dari pemohon ke dalam form Sewa Gedung perhitungan retribusi retribusi
KORPRI, dan menyampaikan kepada Kasubbid Profesi E
ASN, beserta perhitungan ketetapan Retribusi Sewa
untuk mendapat validasi
Kasubbid Profiesi ASN memeriksa form pengajuan sewa - Berkas Formulir dan 5 menit Formulir sewa
gedung KORPRI, beserta form ketetapan retribusi sewa Tidak Ya perhitungan retribusi dandent ketepen
Jika sesuai diparaf dan diteruskan kepada Kabid <> tervalidasi t:\tlﬂlll):ii
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi jika tidak 4 kasubltai fesi
profesi
sesuai dikembalikan kepada Petugas Validator untuk ASN (sudah
diperbaiki. diparaf)
Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi v Disposisi Kabid Datadan | 30 menit Disposisi Kabid
memeriksa form pengajuan sewa dan ketetapan Tidak <> Ya Informasi; Berkas data dan
Retribusi. Jika sesuai diparaf dan diteruskan kepada Formulir dan informasi
Kepala BKPSDM untuk ditandatangani. jika tidak sesuai Rerebingin retiousl
dikembalikan kepada Kasubbid Profesi ASN untuk
diperbaiki.
Kepala BKPSDM menandatangani form pengajuan sewa Dispbia Kabid | €Omentt | Formdaiir  sews
Aae E Pengadaan dan surat
dan ketetapan Retribusi, untuk selanjutnya menugaskan Jy B bt artisn At p—
Kasubid Profesi ASN untuk segera melalukan ploting :] Informasi; Barkas Cateibiis] yang
tanggal sewa dan menyampaian surat ketetapan Formulir dan sudah diparaf dan
retribusi ke pada pemohon Perhitungan retribusi disetujui  kabid
Data dan
Informasi
Kasubid Profesi ASN memerintahkan Petugas validator Formuir pengajuan sewa 5 menit Formulir  sewa
dan Surat ketetapan disetujui dan

untuk segera melakukan penetapan tanggal sewa dan
menyerahkan form retribusi sewa kepada pemohon
untuk dilakuakan pembayaran ke Rekening Yayasan
KORPRI

retribusi

surat  ketetapan
retribusi




